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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCY AND 

APPLICATION OF LOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT 

INFORMATION SYSTEM (SIMDA) TO QUALITY OF LOCAL 

GOVERNMENT FINANCIAL REPORT 

 

By 

UDI KUNCORO 

 

This study aims at finding out the effect human resource competency on quality of 

local goverment financial report and the effect application of local government 

management information system on quality of local goverment financial report.  

This study belongs to quantitative research. The sample was determined by 

purposive sampling technique. The sample size in this study was 42. The data 

analysis was done by using multiple regression with the help of SPSS 22.0 

software. 

The result showed that human resource competency had a positive and significant 

effect on quality of local goverment financial report and application of local 

government management information system had a positive and significant effect 

on quality of local goverment financial report. 

 

Keywords: human resource competency, application of local government 

management information system, quality of local goverment financial report. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN 

PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) 

TERHADAP KUALITAS  LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 

DAERAH  

 

Oleh 

UDI KUNCORO 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya 

manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pengaruh 

penerapan sistem informsi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah.Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif.  

 

Sample ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sample 

dalam penelitian ini sebanyak 42. Analisis data menggunakan regresi berganda 

dengan bantuan software SPSS 22.0. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumberdaya manusia 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

daerah dan penerapan sistem informasi manajemen daerah memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

 

 

Kata Kunci: kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi 

manajemen daerah (SIMDA) dan kualitas  laporan keuangan pemerintah 

daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan menyediakan/ 

memproduksi barang-barang publik. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan 

organisasi sektor swasta. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat 

dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk 

menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

hak publik (Ulum, 2004). Organisasi sektor publik yang sering diidentikkan dengan 

pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan 

pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi 

kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, 

perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya. 

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan 

munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi 

publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk 

kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, 

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik 

(Mardiasmo, 2006).   
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Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan 

keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena : (a) pemerintah menguasai 

dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) penggunaan sumber-sumber 

tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi 

rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber 

tersebut (Partono, 2000).  

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya 

konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan 

keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu 

dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah 

kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang 

disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus 

Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.  

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu 

periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan 

tersebut (SAK, 2009). Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan keuangan adalah  
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menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar  

pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan keuangan tidak  

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil 

keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan 

kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi.   

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan 

data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-

penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance government) 

meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. 

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau 

disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

berkompetensi, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem 

akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan 

Laporan Keuangan Daerah yang berkompetensi dibutuhkan SDM yang memahami 

dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan 

organisasional tentang pemerintahan.  Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi 

sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan. 
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Kemudian hal lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah adalah manfaat penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA). SIMDA Keuangan dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, 

dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja.   

BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengemban 

amanat  pembina penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sesuai 

PP Nomor 60 tahun 2008 mengembangkan SIMDA Keuangan dengan mengacu pada 

ketentuan perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

berdasarkan Permendagri 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  

SIMDA Keuangan merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan 

dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja. 

Dalam rangka mengemban amanat PP Nomor 56 Tahun 2005 untuk memanfaatkan 

teknologi informasi melalui penerapan SIMDA Keuangan, namun belum semua 

pemerintah daerah di Provinsi Lampung telah menerapkan SIMDA Keuangan. 

Tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan ini adalah untuk menghasilkan laporan 

keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat 

diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya 

kepemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan 

keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis 

teknologi informasi pada khususnya. 
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Grafik 1.1 Pengguna SIMDA di Provinsi Lampung 

 

Dari 16 Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Lampung, 12 diantaranya sudah 

menerapkan SIMDA Keuangan. Diantaranya adalah Kabupaten Pringsewu, 

Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro. Kabupaten/kota tersebut mengalami 

peningkatan opini BPK setelah menggunakan SIMDA. 

Menurut Pulungan (2014) dalam penerapan SIMDA ditemui beberapa hambatan yang 

dapat mengakibatkan kegagalan dalam penerapan aplikasinya yaitu 

kekurangpahaman para pemakai tentang computer, kekurangpahaman para spesialis 

bidang informasi tentang bisnis dan peran manajemen, relatif mahalnya harga 

perangkat computer; serta terlalu berambisinya para pengguna yang terlalu yakin 

dapat membangun sistem informasi secara lengkap sehingga dapat mendukung semua 

pihak yang berkepentingan. 

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Basukianto 

(2015) semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik kualitas 

laporan keuangan SKPD. Adapun hasil penelitian dari Nurillah (2014) menunjukkan 

bahwa kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, 

pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah 
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mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah.  

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya penulis ingin 

melakukan penelitian dengan menggunakan pengukuran variabel penerapan SIMDA 

dengan dimensi yang berbeda, yaitu menggunakan model Model DeLone & McLean 

(2008). Model DeLone dan McLean dianggap dapat merefleksikan kesuksesan 

penerapan suatu Sistem Informasi Manajemen pada suatu organisasi/Instansi. Penulis 

akan melakukan penelitian pada pemerintah dengan judul  ”PENGARUH 

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA  DAN PENERAPAN SISTEM 

INFORMASI MANAJEMEN  DAERAH (SIMDA) TERHADAP KUALITAS 

LAPORAN  KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan Pemerintah Daerah? 

2. Apakah penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan pada dasar memiliki tujuan yang hendak 

dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia 

terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah 

Daerah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya 

maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini 

adalah:  

1. Bagi Praktisi  

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia 

di masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana kepada pihak 

SKPD  dalam mengembangkan sumber daya, sistem akuntansi keuangan, 

teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern, dalam rangka meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan.  

2. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu 

pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan di Indonesia 

pada khususnya. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Kata kompetensi berasal dari kata competence atau competency, yang berarti 

kecakapan, kemampuan, atau kewenangan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik 

pengertian bahwa kompetensi adalah kapasitas kemampuan, kecakapan seseorang 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang sudah menjadi keahliannya. Dengan 

demikian ia dianggap kompeten atau berwenang dalam bidang pekerjaan tersebut. 

Jadi pekerjaan tersebut memang merupakan profesinya. Dengan demikian orang 

tersebut akan sukses dalam melaksanakan pekerjaannya apabila ditugaskan pada 

bidang kerjanya. 

Spencer (1993) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari 

seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Hal 

ini menunjukkan bahwa kompetensi adalah bagian kepribadian yang mendalam dan 

melekat pada seseorang, serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan 

dan tugas pekerjaan. Selain itu kompetensi adalah sesuatu yang menyebabkan atau 

memprediksi perilaku dan kinerja. Menurut Spencer (1993) bahwa kompetensi juga  
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sebenarnya memprediksi siapa yang berkinerja yang baik dan siapa yang berkinerja 

kurang baik, diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.    

Pengertian kompetensi oleh Spencer (1993) adalah karakteristik yang mendasari 

seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau 

karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat 

dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di 

tempat kerja atau pada situasi tertentu. 

Menurut Spencer (1993), beberapa karakteristik kompetensi terdiri dari: 

a. Watak (traits) yaitu yang membuat seseorang mempunyai sikap perilaku atau 

bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan cara tertentu. 

b. Motif (motive), yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara konsisten 

dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari 

dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan. 

c. Bawaan (self-concept), yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. 

d. Pengetahuan (knowledge), yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang 

tertentu dan pada area tertentu. 

e. Keterampilan atau keahlian (skill), yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas 

tertentu, baik secara fisik maupun mental. 

Spencer mengemukakan bahwa apabila diaplikasikan dalam praktik organisasi, 

pegawai yang memiliki kompetensi yaitu individu yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan sikap sesuai dengan pekerjaannya sehingga dapat berperan aktif di 

tempat kerjanya. 

Sebagaimana dijelaskan konsep kompetensi yang terkait dengan pekerjaan, pertama 

kali diangkat oleh McClelland pada tahun 1973, ia mempublikasikan paper berjudul 
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“Testing for Competence rather than Intellegence” yang mengemukakan latar 

belakang dan konsep kompetensi dalam psikologi modern. Dalam paper tersebut, ia 

melakukan kajian dan analisa berbagai penelitian sebelumnya, dan menyimpulkan 

bahwa pengukuran potensi intelegensi dan pengetahuan akademik dianggap kurang 

akurat untuk memprediksi prestasi kerja maupun keberhasilan dalam kehidupan sosial 

di masyarakat. Disamping itu dikemukakan pula bahwa hasil psikotes dan nilai 

prestasi akademik yang diperoleh dari bangku sekolah dan perguruan tinggi 

seringkali diskriminatif terhadap gender, kelompok minoritas, ataupun menurut strata 

sosioekonomi. Hal ini memicu penelitian-penelitian baru untuk mencari metode-

metode yang lebih baik untuk mengidentifikasikan kemampuan profesional dan 

kemampuan individu di tempat kerja, yang kemudian disebut sebagai kemampuan 

atau kompetensi. 

Menurut Fathoni  (2006) Sumber Daya Manusia merupakan modal dan kekayaan 

yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting 

mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga dan 

kemampuanya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan 

organisasi, maupun bagi kepentingan individu.  

Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mecapai kinerja tinggi dalam 

menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi 

tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara efisien, efektif, dan ekonomis. 

Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat 

pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia 

maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber 



 11 

daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal 

yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan 

dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka 

akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002).  

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan 

seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara 

efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai 

kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes). 

Untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan 

suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan 

kompetensi sumber daya manusia tersebut. Tanggungjawab dapat dilihat dalam 

deskripsi jabatan, deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas 

dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak 

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.  

Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang 

pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. 

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki 

keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 

Keterampilan adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian 

tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa 
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kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang 

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan 

dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.  

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil juga mendefinisikan 

mengenai unsur-unsur kompetensi teknis antara lain: 

a. Pengetahuan kerja adalah pengetahuan yang dimiliki pegawai negeri sipil berupa 

fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan 

pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang 

diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh 

PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan. 

b. Keterampilan kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi: 

1) Keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (task skill) 

2) Keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan 

(task management skill) 

3) Keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda 

(contigency management skill) 

4) Keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu 

di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja (job/ role 

environment skill) 

5) Keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di 

tempat/lingkungan kerja yang berbeda (transfer skills) 
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c. Sikap kerja adalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emosi, 

berupa minat, sikap, apresiasi dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ide awal dari penggunaan sistem 

kompetensi ini adalah sebagai alat penentu untuk memprediksikan keberhasilan kerja 

(kinerja). Namun dalam perkembangannya ternyata sistem ini bisa diaplikasikan 

untuk banyak hal, antara lain digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan, 

seleksi, suksesi, penilaian dan evaluasi kinerja, kompensasi, dan pengembangan 

sumber daya manusia lainnya. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka indikator 

variabel kompetensi dalam penelitian ini yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap 

serta perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya.  

Dalam pengukuran kompetensi SDM, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 8 Tahun 2013 ini sejalan dengan karakteristik kompetensi SDM yang telah 

dikemukakan oleh Spencer yaitu individu yang berkompeten harus memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan bidang tempatnya 

bekerja. 

2.1.2 Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 

2.1.2.1 Pengertian Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 

Sistem informasi manajemen dibentuk oleh tiga kata, yaitu sistem, informasi dan 

manajemen. Menurut Sutanta (2003) sistem adalah sekumpulan hal atau kegiatan atau 

elemen atau subsistem yang saling kerjasama atau yang dihubungkan dengan cara-

cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi 

guna mencapai suatu tujuan. Sutanto (2007) mendefenisikan informasi sebagai “hasil 

pengelolaan data yang memberikan arti dan manfaat.  Manajemen didefinisikan oleh 
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Nugroho (2007) sebagai suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk mencapai 

tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi.  

Menurut Mcleod (2010) sistem informasi manajemen (SIM) merupakan sistem 

berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki 

kebutuhan yang sama. Menurut Kumorotomo (2004)  sistem informasi manajemen 

adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan 

dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Lebih lanjut Kumorotomo (2004) menjelaskan 

bahwa  unsur-unsur yang mewakili suatu sistem informsi secara umum adalah 

masukan (input), pengolahan (processing), dan keluaran (output). 

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer 

yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari 

tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan (BPKP, 

2008). SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di setiap 

SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan 

oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain 

pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja 

pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi 

kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk 

menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan 

memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.  

Menurut DeLone (2008) terdapat beberapa dimensi yang dapat menggambarkan 

kesuksesan suatu penerapan sistem informasi, yaitu: 
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a. Kualitas Sistem (System Quality) yaitu suatu karakteristik yang diharapkan 

dari sistem informasi tersebut. Sebagai contoh kemudahan penggunaan, 

fleksibilitas sistem, keandalan sistem dan kemudahan untuk dipelajari. 

b. Kualitas Informasi (Information Quality)yaitu karakteristik yang diharapkan 

dari output yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Sebagai contoh relevansi, 

mudah dipahami, akurat, ringkas, lengkap, dalam benuk yang dapat dinilai 

dengan uang, runtut dan informasi yang dihasilkan daoat digunakan oleh 

pihak yang berkepentingan 

c. Kualitas Pelayanan (Service Quality) yaitu kualitas pelayanan yang diterima 

pengguna sistem informasi dari pembuat sistem informasi tersebut. Sebagai 

contoh respon, keakuratan, keandalan, kompetensi teknis dan empati yang 

dimiliki oleh staff perawatan sistem informasi. 

d. Pemakaian Sistem (System Use) yaitu sejauh mana pengguna dapat 

memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh sistem informasi. Sebagai contoh 

jumlah penggunaan, frekuensi penggunaan, ketepatan penggunaan yang lebih 

luas dan tujuan penggunaan. 

e. Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) yaitu Tingkat kepuasan pengguna 

laporan, situs web, dan layanan pendukung. 

f. Manfaat yang diperoleh (Net Benefit) yaitu Sejauh mana IS berkontribusi 

Keberhasilan individu, kelompok, organisasi, Industri, dan negara. Sebagai 

contoh meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan, meningkatkan 

produktivitas, meningkatkan penjualan, Pengurangan biaya, peningkatan 

keuntungan, efisiensi pasar, Kesejahteraan konsumen, penciptaan lapangan 

kerja, dan ekonomi Pengembangan. 
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2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)  

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) adalah:  

a. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja sama penerima 

koneksitas jaringan SIMDA;  

b. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi unit kerja 

penerima koneksitas jaringan SIMDA;  

c. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik 

maupun penyerapan dananya;  

d. Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-governement; dan  

e. Sebagai sarana untuk pelaksanaan good governement.  

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi 

SIMDA keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalah sebagai berikut :  

a. Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama;  

b. Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi data terjamin); 

dan  

c. Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan dimana:  

1) Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan  

2) Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah 

untuk mengambil keputusan/ kebijakan. 

2.1.2.3 Klasifikasi SIMDA  

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP, 2008), yaitu:  

a. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam 

pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.  
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b. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai 

pendukung informasi strategis pimpinan daerah.  

c. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-msing 

dinas/lembaga.  

2.1.2.4 Unsur SIMDA  

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP,2008), yaitu: 

a. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, lainnya 

yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.  

b. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan 

publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan 

informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait. 

c. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang 

mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen 

elektronik. 

d. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras 

dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, 

dan penyaluran informasi. 

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) Laporan keuangan merupakan bagian dari 

pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 

laporan labarugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai 
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cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta 

materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.  

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan 

keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakaiannya. 

Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan 

dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan 

khusus. Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk 

dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal 

seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan 

neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. 

Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media 

untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang 

menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-

aktivitas.  

2.1.3.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu 

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 

Menurut Soemars (2005) karakteristik yang harus melekat dalam informasi akuntansi 

sebagai berikut Dapat: dipahami, Relevan, Keandalan, dapat dibandingkan. 

Harahap (2007) karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari Relevan, Dapat 

dimengerti, Daya uji, Netral, Tepat waktu, Daya banding, Lengkap. 

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. 

Bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintah pada paragraf 35 yang menyatakan 

bahwa terdapat empat karakteristik kualitatiflaporan keuangan, yaitu: Relevan, Andal, 



 19 

dapat dibandingkan, dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan 

prasyarat normatifyang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat 

memenuhi kualitas yang dikehendaki.  

1. Relevan  

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di 

dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, 

serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan 

demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan 

maksud penggunaannya. 

Informasi yang relevan apabila: 

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)  

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi 

ekspektasi mereka di masa lalu.  

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)  

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan 

datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.  

c. Tepat waktu  

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna 

dalam pengambilan keputusan.  

d. Lengkap  

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap 

mungkin,mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi 
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yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam 

laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam 

penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.  

2. Andal  

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 

kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,serta dapat diverifikasi. 

Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat ataupenyajiannya tidak dapat 

diandalkan maka penggunaan informasi tersebutsecara potensial dapat 

menyesatkan.  

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:  

a. Penyajian Jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat 

diharapkan untuk disajikan.   

b. Dapat Diverifikasi (verifiability), informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekalioleh 

pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda 

jauh.  

c. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak 

pada kebutuhan pihak tertentu.  

3. Dapat dibandingkan  

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat 

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atauentitas pelaporan 

lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secarainternal dan eksternal. 

Perbandingan secara internal dapat dilakukan bilasuatu entitas menerapkan 
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kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.Perbandingan secara eksternal 

dapat dilakukan bila entitas yangdiperbandingkan menerapkan kebijakan 

akuntansi yang sama. Apabila entitaspemerintah menerapkan kebijakan akuntansi 

yang lebih baik daripadakebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan 

tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.  

4. Dapat dipahami  

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna 

dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas 

pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 

dimaksud.   

2.1.3.3 Peranan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai 

posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan 

selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk 

membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan 

anggaran yang telah ditetapkan. 

Nilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas 

pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-

undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-

upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan 

secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 



 22 

akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi 

(unternational equity). (SAP No 24 Tahun 2005).  

a. Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara periodik.  

b. Manajemen  

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas 

pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, 

pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana 

pemerintah untuk kepentingan masyarakat.  

c. Transparansi  

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang-undangan.  

d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)  

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah 

pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan 

dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban 

pengeluaran tersebut. 
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2.1.3.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Komponen-

komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan 

pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh 

komponen menjadi sebagai berikut:  

a. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian 

sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh 

pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran 

dan relisasi dalam suatu periode pelaporan.  

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih 

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan 

Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas 

pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas 

pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat 

dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik 

pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

tidak memiliki perbedaan. 

c. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, 

kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat 

dirinci lagi menjadi sub rekening.  
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d. Laporan Operasional 

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah 

ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk 

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur 

yang dicakup secara langsung dalam Laporan operasional terdiri dari pendapatan 

laporan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.   

e. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, 

penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama 

periode tertentu.  

f. Catatan atas Laporan Keuangan  

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari 

angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus 

Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan 

akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang 

diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi 

Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan 

penyajian laporan keuangan secara wajar. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang mempunyai karakteristik yang sama 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu dalam 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau panduan dalam penarikan 
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hipotesis dan pengujian hipotesis. Beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 Kadek 

Desiana Wati, 

Nyoman 

Trisna 

Herawati dan 

Ni Kadek 

Sinarwati 

(2014) 

Pengaruh 

Kompetensi SDM, 

Penerapan SAP, 

Dan Sistem 

Akuntansi 

Keuangan Daerah 

Terhadap Kualitas 

Laporan 

Keuangan Daerah 

Variabel Independen: 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia, Penerapan SAP 

dan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah 

(SAKD),  

Variabel Dependen: 

Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Hasil pengujian hipotesis 

adalah kompetensi SDM, 

penerapan SAP dan Sistem 

Akuntansi Keuangan 

Daerah, mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan 

pemerintah daerah 

2 Assyifa 

Nurillah 

(2014) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia, 

Penerapan Sistem 

Akuntansi 

Keuangan Daerah 

(SAKD), 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi dan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah (Studi 

Empiris pada 

SKPD Kota 

Depok) 

Variabel Independen: 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia, Penerapan 

Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah 

(SAKD), Pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan 

Sistem Pengendalian 

Intern 

 

Variabel Dependen: 

Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Hasil pengujian hipotesis 

adalah kompetensi SDM, 

penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan 

Daerah, pemanfaatan 

teknologi informasi dan 

sistem pengendalian intern 

pemerintah mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan 

pemerintah daerah 
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No Penulis Judul Variabel Hasil Penelitian 

3 Febrian 

Cahyo 

Pradono dan 

Basukianto 

(2015) 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah: Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Dan Implikasi 

Kebijakan  (Studi 

Pada SKPD 

Pemerintah 

Provinsi Jawa 

Tengah) 

Variabel Independen: 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia, Penerapan 

Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah 

(SAKD), Peran PPK-

SKPD, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan 

Sistem Pengendalian 

Intern 

 

Variabel Dependen: 

Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah 

a. Semakin baik kompetensi 

sumber daya manusia 

maka semakin baik 

kualitas laporan 

keuangan SKPD 

b. Semakin baik teknologi 

informasi yang 

digunakan maka semakin 

baik kualitas laporan 

keuangan SKPD 

c. Semakin baik 

pelaksanaan tugas PPK-

SKPD maka semakin 

baik kualitas laporan 

keuangan SKPD 

d. Semakin baik intensitas 

rekonsiliasi maka 

semakin baik kualitas 

laporan keuangan SKPD 

e. Semakin baik sistem 

pengendalian internal 

maka semakin baik 

kualitas laporan 

keuangan SKPD 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan uraian pada landasan teori sebelumnya, maka kerangka pemikiran yang 

dibangun adalah terdapat dalam gambar di bawah ini yang menjelaskan bahwa 

kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Informasi Manajemen 

Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah, sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

Kompetensi Sumber Daya 

Manusia(X1) 

Penerapan Sistem 

Informasi Manajemen 

Daerah (SIMDA)  (X2) 

Kualitas laporan keuangan 

Pemerintah Daerah (Y) 

H1 

H2 
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2.4 Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

SDM merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan layanan profesional dan economic rent. Human capital merupakan 

sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan human capital tinggi lebih 

memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompetensi tinggi 

(Sugeng, 2000).  

Perka BKN Nomor 8 Tahun 2013 mendefinisikan kompetensi adalah kemampuan 

dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang berupa pengetahuan, 

keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan 

jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya 

secara profesional. Jadi  kompetensi yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan 

bahwa orang tersebut telah memiliki berbagai pengetahuan dan pengalaman yang 

dibutuhkan dalam penyelesaian tugas, dalam hal ini adalah penyelesaian laporan 

keuangan, dengan kompetensi yang memadai maka hasil laporan keuangan yang 

dihasilkan akan berkualitas. 

Penelitian Nurillah (2014), yang menemukan bukti empiris bahwa sumber daya 

manusia di SKPD Kota Depok diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun 

kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu 

pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan. 

Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata 



 28 

usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan 

fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum 

(belum terspesifikasi dengan jelas). 

Begitu juga dengan penelitian Pradono (2015) menemukan bukti empiris bahwa 

secara garis besar sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan Provinsi 

Jawa Tengah menunjukkan Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil hipotesis yaitu: 

H1 :  Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah 

2.4.2 Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis 

tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan 

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang 

sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), 

pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan 

mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada 

pelayanan publik.  

Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk 

membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang 
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memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses 

antar unit kerja. 

Grande (2011) mendefinisikan SIA sebagai alat yang dirancang untuk membantu 

dalam pengelolaan dan pengendalian topik yang terkait dengan bidang ekonomi serta 

keuangan perusahaan. Salehi (2010) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi 

meningkatkan kinerja individu dalam menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas. Sejalan dengan pernyataan tersebut penggunaan SIMDA akan dapat 

mendorong dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, hal 

ini dikarenakan SIMDA dirancang untuk dapat membantu dalam proses penyusunan 

laporan keuangan. Hal ini akan berdampak juga terhadap ketepatan waktu dalam 

penyelesaian laporan keuangan. 

Hasil penelitian yang dilakukan Pradono (2015) memperlihatkan bahwa implementasi 

SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini 

berarti jika Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dapat diimplementasikan 

secara baik dan benar, maka akan mampu menghasilkan kualitas laporaan keuangan 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil hipotesis yaitu: 

H2 : Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan keuangan daerah 

 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian dengan desain kausal. Desain 

kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel penelitian atau 

berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel lain. 

Selanjutnya, tempat dilakukannya penelitian ini adalah pada Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu, Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro. Penelitian ini akan dilakukan atas 

responden yaitu pada pegawai/staf keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro. 

3.2. Data Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Metro, Kabupaten Pringsewu dan 

Kabupaten Pesawaran. 

2. Responden yang dipilih sebagai sampel 

Sampel yang akan dipilih dalam penelitian ini merupakan pegawai yang bekerja 

di bidang keuangan di tiap SKPD yang ada di 3 Kabupaten/Kota tersebut. 
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3. Metode Pengambilan Sampel 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dengan 

melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling, dimana diambil 5 

SKPD dengan anggaran terbesar di tiap Kabupaten/Kota. 

4. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data berupa kuesioner 

yang diukur dengan skala Likert lima poin. 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel digunakan untuk menghindari kesalahan dalam membahas dan 

menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dan dapat dibagi dalam suatu batasan 

operasional antara lain : 

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (X1) 

Kompetensi Sumber Daya Manusia SDM adalah kemampuan kerja setiap 

pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap 

kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya 

(Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013). Variabel 

Kompetensi Sumber Daya Manusia diukur dengan menggunakan indikator 

sebagai berikut: 

a. Pengetahuan kerja 

b. Keterampilan kerja 

c. Sikap kerja 
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2. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X2) 

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan program aplikasi 

komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah 

daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan 

kelurahan (BPKP, 2008). Variabel implementasi (X2) diukur dengan: 

a. Access system quality 

b. Service quality 

c. System use 

d. Information quality 

e. User satisfaction 

f. Net benefit 

3. Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Y) 

Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah ukuran-ukuran normatif 

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 

tujuannya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Variabel ini diukur 

menggunakan indikator: 

a. Relevan 

b. Andal 

c. Dapat dibandingkan 

d. Dapat dipahami 

 

 

 

 



 33 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

Variabel Definisi Operasional Dimensi Skala 

Kompetensi 

Sumber 

Daya 

Manusia 

Sumber 

Daya 

Manusia 

(X1) 

Kemampuan kerja setiap 

pegawai negeri sipil yang 

mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan 

dan sikap kerja yang 

mutlak diperlukan dalam 

melaksanakan tugas-tugas 

jabatannya (Peraturan 

Kepala Badan 

Kepegawaian Negara 

Nomor 8 Tahun 2013) 

1. Pengetahuan kerja  

(Spencer, 1993) 

2. Keterampilan kerja  

(Spencer, 1993) 

3. Sikap kerja 

(Spencer, 1993) 

Likert  

Penerapan 

Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Daerah 

(SIMDA) 

(X2) 

Program aplikasi komputer 

yang terintegrasi dan dapat 

membantu proses 

administrasi pemerintah 

daerah dari tingkat 

provinsi, kabupaten/kota, 

sampai tingkat kecamatan 

dan kelurahan (BPKP, 

2008) 

1. System quality 

(DeLone and 

McLane, 2008) 

2. Service quality 

(DeLone and 

McLane, 2008) 

3. System use 

(DeLone and      

McLane, 2008) 

4. Access system 

quality (DeLone 

and      McLane, 

2008) 

5. User Satisfaction 

(DeLone and      

McLane, 2008) 

6. Net Benefit 

(DeLone and      

McLane, 2008) 

Likert 

Kualitas 

laporan 

keuangan 

Pemerintah 

Daerah (Y) 

Ukuran-ukuran normatif 

yang perlu diwujudkan 

dalam informasi akuntansi 

sehingga dapat memenuhi 

tujuannya (Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010) 

1. Relevan 

(Soemarso, 2005) 

2. Andal 

(Soemarso, 2005) 

3. Dapat 

dibandingkan 

(Soemarso, 2005) 

4. Dapat dipahami 

(Soemarso, 2005) 

Likert 
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3.4. Skala Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan skala Likert. Menurut Siregar (2013), skala Likert adalah 

skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sesorang 

tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Penelitian ini menggunakan kuesioner 

berskala likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban dengan pengukuran variabel adalah: 

a. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor  5 

b. Jawaban Setuju (S) diberi skor 4 

c. Jawaban Ragu-Ragu (RR) diberi skor 3 

d. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

e. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi dua jenis yakni data primer dan 

data sekunder. Data primer diperlukan untuk pengujian hipotesis yang telah 

ditetapkan, sedangkan Data sekunder diperlukan untuk memberikan gambaran 

(deskripsi) terhadap obyek penelitian. 

Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai 

sumber yaitu : 

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung tanpa perantara orang atau 

lembaga lain sebagai pihak ketiga. Data primer ini diperoleh melalui wawancara 

dengan responden. 

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui orang lain yang 

berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder ini diperoleh melalui cara 

studi dokumenter yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen organisasi. 
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3.6. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam 

penelitian ini, maka teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Observasi, melakukan penelitian dengan pengamatan langsung dengan cara 

mendekati objek yang akan diteliti. 

b. Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

dengan cara mengkaji dokumen-dokumen perusahaan yang menjadi subyek 

penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 

c. Kuisioner, disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup atau pernyataan yang 

diajukan kepada responden. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data 

deskriptif yang dikuantifikasikan dan akan digunakan untuk menguji hipotesis 

dengan model kajian skala likert dengan lima alternatif jawaban untuk setiap 

pertanyaan atau pernyataan yang diajukan dalam daftar kuisioner. 

3.7. Metode Analisis 

3.7.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Untuk mengetahui tingkat kesahihan atau kevalidan dari suatu instrumen, maka 

dilakukan pengujian validitas instrumen terlebih dahulu. Menurut Ghozali (2016) 

uji validitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya 

suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Pengambilan 

keputusannya bahwa setiap indikator valid apabila nilai r hitung lebih besar atau 

sama dengan r tabel. Untuk menentukan nilai r hitung, dibantu dengan program SPSS 
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yang dinyatakan dengan nilai Coorrected Item-Total Correlation. Dengan kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut : 

a. Jika r hitung > r tabel, maka kuiseoner valid 

b. Jika r hitung < r tabel, maka kuesioner tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menurut Ghozali (2016) adalah alat ukur untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Cara menghitung 

tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach 

Reliabilitas merupakan tingkat keandalan alat ukur (kuesioner). Kuesioner yang 

reliabel adalah kuesioner yang apabila dicobakan berulang-ulang pada kelompok 

yang sama akan menghasilkan data yang sama, cara mengukurnya dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach dimana pada pengujian reliabilitas ini 

menggunakan bantuan komputer program SPSS. Jika nilai Cronbach Alpha pada 

kuisioner > 0,6 maka variabel tersebut dinyatakan reliabel (Ghozali, 2016). 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,  variabel 

dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak 

(Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal. Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan melalui 3 

cara yaitu menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S), grafik histogram 

dan kurva penyebaran P-Plot. Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S > 

dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari 

kurva normalnya itu uji normalitas. Sedangkan melalui pola penyebaran PPlot dan 
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grafik histogram, yakni jika pola penyebaran memiliki garis normal maka dapat 

dikatakan data berdistribusi normal(Ghozali, 2016). 

2. Uji Multikolinieritas 

Menurut Imam Ghozali (2016) uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala 

korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang 

lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara 

variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu 

dengan melihat VIF (Variance Inflation Factors) dan nilai tolerance. Jika VIF > 

10 dan nilai tolerance < 0,10 maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 

2016). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamataan ke pengamatan 

yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ditandai 

dengan adanya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika titik-titik yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2016). 

4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antar anggota sampel 

atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu, sehingga munculnya 

suatu data pengamatan dipengaruhi oleh data sebelumnya (Ghozali, 2016). Dalam 
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penelitian ini bila terjadi Autokorelasi, berarti kualitas laporan keuangan 

Pemerintah Daerah selain dipengaruhi oleh variabel independen juga dipengaruhi 

oleh kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada periode sebelumnya. 

Tabel 3.2 Kriteria Autokorelasi 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ dl ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4-du ≤ d ≤ 4-dl 

Tidak ada autokorelasi, positif, 

dan negatif 
Tidak ditolak du < d < 4-du 

Sumber : Ghozali, 2016 

3.7.3 Uji Hipotesis 

a. Uji  Persamaan Regresi Linier Berganda 

Analisis kuantitatif yang dilakukan berdasarkan data primer yang diperoleh 

dari penyebaran instrumen (daftar pertanyaan) kepada sampel, dan untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel bebas (independent variable) terhadap 

variabel terikat (dependent variable). Rumus yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan 

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan 

keuangan Pemerintah Daerah adalah persamaan regresi linier berganda 

dengan rumus sebagai berikut: 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana : 

Y =  Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah 

a =  Konstanta 

b12 =  Koefisien regresi  

X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia 

X2 = Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 

e =  Faktor kesalahan 

b. Uji Adjusted R
2
 

Koefisien determinasi (adjusted R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai adjusted R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). 

c. Uji t 

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen secara individual. Dalam analisis 

regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, 

juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen. Uji yang dilakukan adalah uji t. Pengambilan keputusan 

dilakukan berdasarkan perbandingan tingkat signifikansi dimana yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Jika tingkat signifikansi > 0,05 
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maka hipotesis ditolak. Jika tingkat signifikansi < 0,05 maka hipotesis 

diterima (Ghozali, 2016). 

d. Uji F 

Pengujian secara keseluruhan dilakukan untuk mengetahui apakah model 

regresilayak atau tidak untuk digunakan. Pengujian ini menggunakan uji 

statistik-F. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig.≤ 5%), 

maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah layak.Jika 

probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (Sig. > 5%), makamodel 

penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak. 



 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan kompetensi yang baik dari para pegawai yang ada di pemerintah 

daerah, khususnya bagian keuangan akan menghasilkan kinerja yang baik juga 

dalam hal ini berbentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMDA berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan tujuan dari 

penerapan SIMDA yaitu untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi 

keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai 

ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya kepemerintahan yang 

baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah 

dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi 

informasi pada khususnya. Kesuksesan penerapannya juga telah dapat diukur 

dengan menggunakan model DeLone & McLean (2008). 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, 

meskipun demikian masih terdapat keterbatasan yaitu : 

1. Panjangnya proses permintaan ijin penelitian di masing- masing kabupaten 

yang  membuat waktu yang dibutuhkan dalam pengembalian kuesioner 

penelitian kurang optimal. 

2. Dalam penelitian ini menggunakan analisa regresi berganda dengan alat ukur 

SPSS dan variabel laten yang diteliti diasumsikan dapat diukur secara 

langsung. Metode ini memiliki kekurangan yaitu kemungkinan timbulnya 

kesalahan pengukuran yang diakibatkan oleh variabel laten yang diasumsikan 

dapat langsung diukur. 

3. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang membuat peneliti tidak dapat 

mengawasi kebenaran dari jawaban atas pernyataan. 

4. Penelitian ini hanya menguji kemampuan pegawai di tiap Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 

yang berkualitas dengan menggunakan kompetensi dan penerapan SIMDA. 

Hal ini didukung dari hasil uji adjusted R square yang tidak melebihi 50%. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka disarankan: 

1. Bagi Kabupaten/Kota 

a. Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki 

pegawainya dengan mengadakan berbagai pendidikan dan pelatihan terutama 

di bidang keuangan. 

b. Pemerintah daerah harus meningkatkan kemampuan pegawainya dalam 

penggunaan SIMDA sehingga pemanfaatannya akan lebih maksimal. Salah 

satunya dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan terkait SIMDA baik 

secara mandiri seperti yang telah dilakukan oleh Kota Metro ataupun dengan 

meminta pendampingan dari BPKP selaku pembuat aplikasi SIMDA. 

2. Bagi peneliti selanjutnya: 

a. Penelitian selanjutnya harus memperhatikan waktu yang tepat dalam 

penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner dapat dilakukan disaat ada 

pelatihan-pelatihan yang melibatkan seluruh SKPD.  

b. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan alat ukur Structural Equation 

Modeling (SEM) dalam pengolahan data yang diperoleh dari responden. Hal 

ini dikarenakan SEM lebih cocok digunakan untuk mengukur variabel laten.  

c. Peneltian selanjutnya sebaiknya ditambahkan teknik wawancara bersamaan 

dengan saat menyebarkan kuesioner sehingga dapat mengawasi pengisian 

kuesioner oleh responden. 
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d. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel penelitian lain yang 

dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daaerah yang tidak 

ada dalam penelitian ini sebagai contoh penerapan SPIP dan pelaksanaan 

internal audit. 
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